PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR ' © o
TENTANG

ORGANISAS] DAN TATA KERJA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Menmnimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Dasrah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi,
termasuk  di  dalamnya terdapat Pembentukan Badan
FPamberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, guna
melaksanakan ketentuan Pasal 48 perlu disusun  aturan
pelaksanaanya ke dalam organisasi dan tata kerja yang
meliputi kewenangan, kedudukan, tugas pokok dan fungs: serta
uralan tugas;

. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

hurut a di atas, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
tarsebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan

Caerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat {Baerita Negara Tahun 1950);



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-
Undang Momor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawalan (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 168, Tambahan Lembaran MNegara

Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 125, Tambahan Lembaran MNegara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Megara HRepublik Indonesia Tahbun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
- Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran MNegara HRepublik Indonesia
Tahun 2007 MNomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 lemtang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 MNomor 88, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4741),

I



8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor & Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekas! {Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

4. Pergturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Nomor 7 Tahun 2009 Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daeran Kabupaten Bekasi

Tahun 2011 Nomaor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan - PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAMN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA

BAE |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

A W

Daerah adalah Kabupaten Bekasi;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;

Bupati adalah Bupati Bekasi;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;

Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Bekas:

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Bekasi;

Linit Pelaksana Teknis Badan yang disingkat UPTB adalah unsur pelaksana
operasional sebagian tugas badan yang mempunyal wilayah kerja 1 (satu)
kecamatan;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawal Negeri Sipil yang diberi
tugas. wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinga dalam upaya mendukung
kelancaran tugas pokok Badan,



BAB I
KEWENANGAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kewanangan
Pasal 2

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas Badan mempunyal kewenangarn |
a. Pemerintahan Desa
1. Kebijakan

a)
I k)

Penetapan kebijakan dagrah skala kabupaten/ kota.
Penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten/kota.

2. Administrasi Pemerintahan Desa

: 2

k)
c)

d}

Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
skala kabupaten/kota.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan
desa skala kabupaten/kota.

Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi
pemerintahan desa skala kabupaten/kota.

Data base penyelenggaraan administrasi pemearintahan desa skala
kabupaten/kota.

3. Pengembangan Desa

aj

o)

c)

d)

Penyelenggaraan  pembentukan, pemekaran, penggabungan dan
penghapusan, batas desa skala kabupaten/kota.

Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran,
penggabungan dan penghapusan desa skala kabupaten/kota.

Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan,
pemekarar. penggabungan dan penghapusan desa skala kabupaten/kota.
Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan,
pemeakaran, penggabungan dan penghapusan desa skala kabupaten/kota.

4. Badan Permusyawaratan Desa (BFPD)

a)

b)

c)
d

Penelapan pedoman peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa skala kabupaten/kota.

Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi
anggota BPD

Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kabupaten/ kota.
Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kabupaten/kota.




5. Keuangan dan Aset Desa

a)

b

c)

d)

Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala

wabupaten/kota.
Koordinas! dan fasiltasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala

kabupaten/kota.
Pembinaan. pangawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa

skala kabupaten/kota.
Manitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset

desa skala kabupaten/kota.

6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa

a)

b)

cl

dj

Penstapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa skala
kabupaten/kota.

Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi
pemerintah desa skala kabupaten/kota.

Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas
pemerintah desa skala kabupaten/kota.

Maonitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas
pemerintah desa skala kabupaten/kota,

b. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

1. Kebijakan

aj
&)

Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten/ kota,

Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur. dan kriteria di bidang
pengualan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala
kabupaten/kota.

2. Pemantapan Data Profil Desa

aj
b}
c)

Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa skala kabupaten/kota.
Pelaksanaan pegolahan data profil desa skala kabupaten/kota

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa skala
kabupaten/kota.

3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat

a)

b

Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala
kabupaten/kota
Panyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala
kabupatenkota.




¢) Monitormg, evaiuasi dan pelaporan penyelenggaraan  penguatan
kelembagaan masyarakal skala kabupatenota
4. Pelatihan Masyarakatl
g) HKoordinas: dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala
kabupaten/kota.
b) Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten/kota.
¢} Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala
kabupaten/kota.
5. Pengermbangan Manajemen Pembangunan Partisipatif
a) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan
partisipatif masyarakat skala kabupaten/kota.
b) Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif
masyarakat skala kabupaten/kota.
¢l Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen
pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten/kota.
6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang
Kawasan Perdesaan
a). Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan
pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten/kota,
b) Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan
pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten/kota.
¢} Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran
masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan
skala kabupaten/kota.

c. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
1. Kehijakan

a) Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten/ kota.

b} Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang
pemberdayaan adal dan pengembangan kehidupan sosial budaya
masyarakat skala kabupaten/kota.

2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara

a} Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adal dan budaya skala
kabupaten/kota.

b} Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala
kabupaten/kota.

¢} Meonitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya
skala kabupaten/kota.



3. Pemberdayaan dan Kesejahieraan Keiuarga (PKK)

a) Koordinas: dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten/kota.

b} Pembinaan dan suparvisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten/kota.

c} Monitonng, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala
kabupaten/kota.

Peningkatan Kesejahteraan Sosial

a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala
kabupaten/kota.

b) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial
skala kabupaten/kota.

¢) Maonitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan
sosial skala kabupaten/ kota.

Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja

a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pedindungan tenaga kerja shkala
kabupaten/kota.

b} Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perfindungan tenaga kerja skala
kabupaten/kota.

c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerda
skala kabupaten/kota,

d. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

Kebijakan

a) Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten/ kota.

b) Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala
kabupaten/kota.

Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin

a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk
miskin skala kabupaten/kota.

b) Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin  skala
kabupaten/kota.

c} Monitoring, evaluasi dan pelaporan  penyelenggaraan pemberdayaan
gkonomi penduduk miskin skala kabupaten/kota.

Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat

a}l Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi
keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten/kota.

b} Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok
masyarakal skala kabupaten/kota.



¢} Monionng evaluasl dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha
ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten, kota.

Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan

al Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga
keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/kota.

b} Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala
kabupaten/kota,

¢} Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan
lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/kota.

Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat

a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produkel dan
pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten/kota.

by Panyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha
masyarakat skala kabupaten/kota

¢] Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan
produksi dan pamasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten/kota,

Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan

Masyarakat

a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan
dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten/kota,

by Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan
ketahanan pangan masyarakat kabupaten/kota.

¢l Monitoring evaluasi dan pelaporan  penyelenggaraan pengembangan
pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala
kabupaten/kota.

e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi

~ Tepat Guna

Kebijakan

a) Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten/ kota.

b) Penyelenggaraan pamberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber
daya alam dan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota.

Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan

a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan
skala kabupaten /kota.

b} Pelaksanaan fasiltasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala
kabupaten/kota.



c}

Monitonng, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan
rehabilitas: lingkungan lingkup skala kabupaten/ kota.

Fasilitasi Pemanfataan Lahan dan Pesisir Pedesaan

aj

b}

c)

Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir
pedesaan skala kabupaten/kota.

Pelaksanaan pemanfaatan fahan dan  pesisir perdesaan skala
kabupaten/kota,

Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan pemanfaatan lahan dan
nesisir pedesaan skala kabupaten/kota.

_ Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan

al

o}

koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarand pedesaan sara
pemealinaraan air barsih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten/kota.
Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana
pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala
kabupaten/kota.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan fasilitasi pemeliharaan
prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan
penyehatan lingkungan skala kabupaten/kota.

. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna

a)

b)

C)

Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala
kabupaten/kota.
Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologl tepat guna skala
kabupaten/kota.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologl tepat guna skala
kabupaten/kota.

. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan

aj

b)

€

Koordinasi dan fasiltasi pemasyarakatan dan kerjasama teknolog: pedesaan
skala kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala
kabupaten/kota.

Monitoring evaluasi dan pelaporan pamasyarakatan dan kerasama teknologi
pedesaan skala kabupaten/kota.



Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

1) Badan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bekasi di bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

(2) Badan dipimpin oleh secrang Kepala Badan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalul Sekretaris Daerah,

Bagian ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, menyalenggarakan,
membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada
bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan

mempunyai fungsi

a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pemberdayaan masyarakat dan

. pemerintahan desa;

¢. pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dan
pemarintahan desa;

d. penyelenggaraan administras| kesekretariatan,

e. pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh bupafi sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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BAB W
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 6

Badan terdirl dari unsur-unsur

a. Pimpinan;

b Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian;

¢ Pelaksana adalah Bidang. Sub Bidang, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok

Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

(1} Organisasi Badan terdir| atas :

a.
b.

Kepala Badan;

Sekretarial, membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. 3ub Bagian Keuangan;

3.  Sub Bagian Umum dan Kepeagawalan.

Bidang Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Parisipasi
Masyarakat, membawahkan :

1.  Sub Bidang Kelembagaan Partisipasi Masyarakat;
2. Sub Bidang Pengelolaan, SDA, TTG, dan Teknologi Pedesaan,

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat, membawahkan :

1. Sub Bidang Pendayagunaan Potensl Masyarakat dan Penanggulangan
Kemisikinan;

2. Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa.

Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan
1. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa;
2. Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Kauangan dan Aset Desa.

Unit pelaksana Teknis Badan;
Kelompok Jabatan Fungsional.




2}

(1)

(2]

(3}

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Momor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bekasi Momor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Dasrah.

Bagian Ketfiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Badan
Pasal 8

Kepaia Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,
meny&lenggarakan, membina, dan mengevaluasl penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1) . Kepala
Badan mempunyai fungsi :

4.

perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakal dan pemerintahan
desa;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa;

pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa:

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.’

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsl sebagaimana dimaksud pada

ayat (2}, Kepala Badan mempunyai uraian tugas :

d.

merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
dalam rangka kelancaran tugas:

menyiapkan bahan-bahan APJPD dan RPJMD dalam bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai bahan penyusunan RPJPD dan
RPJMD Kabupaten;




menyiapkan bahan-bazhan LPPD dan LPPD akhir masa |abatan bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeriniahan Desa sebagai bahan
penyusunan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati
pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenintahan Desa;
menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagal pertanggungjawaban kepada
Bupati;

membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat;

menyelenggarakan koordinasi, fasilitasl, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pelatihan masyarakat;

menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan parisipatif masyarakat;
menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan
pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;

merumuskan bahan penetapan kebijakan daerah dalam pedoman, norma.
standar, Kriteria dan prosedur di Bidang pemberdayaan adat dan
pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;

menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring,
evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervise, monitoring,
evaluasi dan pelaporan palaksanaan gerakan PKK;

menyelenggarakan dokumentasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan
sosial;

merumuskan bahan penetapan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan
pembérdayaan usaha ekonomi masyarakat;

menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin  skala
kabupaten,

meanyelanggarakan koordinasl, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok

masyarakat,




A,

bb.

oc.
dd.

2,

ag.

manyelenggarakan koordinasi, fasiitasi, monitoring, evaluasi dan petaporan
penysienggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;
menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha
masyarakat,

merumuskan bahan penetapan kebilakan daerah dalam penyelenggaraan
pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna:

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan
rehabilitasi ingkungan:

menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring,
evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna;
menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pemasyarakatan, kerjasama,
maonitoring, evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama
teknologi pedesaan;

merumuskan bahan penyusunan kebijakan daerah, bahan pengendalian dan
evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi pemarintahan
desa,

merumuskan penyelenggaraan pembinaan teknis bagi pemerintahan desa
dan lembaga kemasyarakatan,

merumuskan panyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang pemerintahan
desa untuk pedoman pelaksanaan tugas:

menyealenggarakan dan memantau pengadaan buku-buku dan petunjuk
pengisian buku administrasi pemerintahan desa;

merumuskan kebijakan kegiatan dan anggaran pelaksanaan pemilihan,
pengesahan, dan pengangkatan serta pemberhentian kepala desa termasuk
penjabat kepala desa;

menyelenggarakan pembinaan pengelolaan aset desa,

merumuskan penyusunan pedoman Alokasi Dana Desa (ADD)} dan fasilitasi
penyaluran ADD;

merumuskan pembinaan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan
keuangan dan aset desa;

merumuskan kebijakan dalam pengelolaan tanah kas desa dan Kekayaan
desa lainnya;

memfasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa;
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merumuskan penetapan kebgakan tentang sistem dan prosedur akuntansi
pengelolaan keuangan desa:

merumuskan penetapan pedoman penyusunan rancangan peraturan desa;
merumuskan evaluasl rancangan peraturan desa tentang APEDeas:
merumuskan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDes:

miemfasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APBDes;
marumuskan  penyusunan  pedoman  pengelolaan  APBDes  sera
pertanggungiawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;

merumuskan penyusunan pedoman evaluasi APEDes:

memiasilitast penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APBOes:
merumuskan penyusunan pedoman pengelolaan  APBDes sera
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;

merumuskan penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa;
merumuskan penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang
menjadi tanggungjawab bersama (urusan concurent) antara kabupaten dan
desa,

merumuskan penyusunan pedoman pendanaan kerjasama pemerintahan
antar desa;

mefumuskan penyusunan pedoman pokok-pokok peraturan desa dan
peraturan kepala desa;

merumuskan urusan pemernintahan daerah yang dapat
ditugaspembantuankan kepada desa;

merumuskan kebijakan pemberian tugas pembantuan darl pemerintah
kabupaten kepada desa;

merumuskan penyusunan petunjuk  teknis penyelenggaraan tugas
pembantuan kepada desa;

merumuskan dan membuat surat pemberitahuan kepada DPRD tentang
penyelenggaraan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah
dasa;

merumuskan laporan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah
Kabupaten kepada desa;

merumuskan kebijakan pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan tugas
pembantuan kepada desa;

merumuskan laporan pelaksanaan fugas pembantuan pemerintah dan

pemerintah provinsi dari desa,
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membina pelaksanaan dokumentasi kegiatan tugas pembantuan kepada
dess;

merumuskan  penyusunan  pedoman  pembentukan, pemecahan,
penggabungan, penghapusan, dan perubahan nama desa;
mengkoordinasikan penentuan dan panetapan batas desa;

merumuskan ketentuan pakaian dinas dan atribut kepala desa;

merumuskan pembentukan BPD, serta pengesahan dan pemberhentian
anggota BPD;

merumuskan pelaksanaan kebijakan daerah dalam mekanisme dan tata
keria penyelenggaraan pemerintahan desa,

merimuskan penyusunan pedoman evaluasi dan  pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa;

merumuskan persetujuan dan penetapan urusan pemerintahan daerah
kabupaten yang ditugaskan kepada pemetrintah desa sesuai dengan lingkup
tugasnya;

menyetenggarakan administrasi keuangan dan asel daerah di fingkungan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

memantau pengamanan dan pemeiltharaan barang milik dagrah yang berada
dalam penguasaan Badan Pemberdayaan Masyarakal dan Pemerintahan
Desa;

mempealagan, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan lingkup tugas pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagal pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah maupun Satuan Kerja
Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapal berjalan lancar sesual dengan ketentuan yang
berlaku:

membina bawahan agar pelaksanaan ftugas berjalan sesual dengan
padoman dan ketentuan yang bertaku;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan
karier;

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
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Paragraf 2
Sekratanat
Fasal 9

Sekretarial dipimpin cleh seorang Sekretaris dan mempunyai ugas pOKOK
memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian seria
pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat mengoordinir kegiatan bidang-bidang dilingkungan Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekratanat mempunyai fungsi ;

4. penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi
umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;

b. perencanaan operasional kegiatan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian,

¢. pengendalian dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

d. pengoordinasian penyusunan program dan laporan bidang-bidang;

@ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 10

Sekretarial dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 9, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a.
b.

merumuskan rencana kearja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana
yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas,

menyusun laporan akuntabiltas kinerja badan;
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(2)

menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnysa;
menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Badan
Pemberdayaan Masyarakal dan Pemerintahan Desa pada masing-masing bidang
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten,
menghimpun bahan-bahan LKP.J akhir tahun dan akhir masa Jabatan Bupali;
menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umurm,
keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaiuas dan pelaporan:
mengoordinasikan semua bidang dalam rangka menghimpun perencanaan
Hegiatan, evaluasi dan menganalisa data serta laporan hasil kegiatan.
mempalajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta perancanaan, evaluasi dan pelaporan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis administrasi umum, keuangan dan
kapegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada atasan;
menyusun laporan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta
parencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban kepada
alasan;

membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
membimbing atau membenkan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian
tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi lugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan yang melputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi
dan laporan dan masing-masing bidang pada Badan Kepegawaian Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan mempunyal fungsi .
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4. perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputl
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari
masing-masing bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
FPemernniahan Desa |

b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dan
masing-masing bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa ;

c. pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang
meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan
garl masing-masing bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemenntahan Desa ;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyal uraian tugas
s=bagai berikut .

=

merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada
Badan;

menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) dari
masing-masing bidang;

mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Badan Pemberdayaan
Masyarakal dan Pemerintahan Desa pada masing-masing bidang sebagai bahan
penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) pada Badan;

menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan
dari masing-masing bidang;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Badan;
mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan dalam bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desasebagai bahan penyusunan
LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan kabupaten;

. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati

Badan Pemberdayaan Masyarakatl dan Pemerintahan Desa |
menyusun bahan laporan  akuntabilitas  kinerja Badan sebagai  bahan
pertanggungjawaban kepada Bupati:

)
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menghimpun, mengoiah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan masing-
masing bidang,

menyusun rekapitulasi bidang-bidang lingkup Badan dalam penyusunan Laporan
Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provinsi:

menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemearintahan daerah
kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sasual dengan

lingkup tugasnya;

_ mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencar alternatif pemecahannya.
mempelajarl, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan fugas;

0. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
p. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar

(1}

@)

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
padoman dan ketentuan yang barlaku;

menilal hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
Kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyal tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sub

Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Badan Pemberdayaan
Masyarakal dan Pemerintahan Dasa |

b. pelaksanaan administrasi keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa ;

c. pembagian pelaksanaan tugas administras! keuangan pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa :

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan
fungsinya.



Pasal 14

Kauangan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyal uraian tugas sebagai

wusun rencana kerja administrasi keuangan Badan,

melsksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan

-mﬁ lingkup Badan sesual dengan peraturan perundang-undangar;

. menelil kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh

Sendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;

| meneitl kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan

. BNS dan BTT sera penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

& memverfikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU;

' meneli dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP kegiatan dengan
kstersediaan anggaran serla pembebanan pada kode rekening:

g menyiapkan SPM;

. melsksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai

L melakukan verifikasi hanan atas penerimaan;

| menyslenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas,
akuntans pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas:

k& menyusun Baporan realisasi anggaran Badan setiap bulan dan triwulan:

L menyusun laporan neraca Badan setiap friwulan dan akhir tahun;

m. menyusun catatan atas laporan keuangan,

n mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan  lingkup
tugas serta mencari alternatif pemecahannya;

o mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

- berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:

p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

a membagi fugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

r  memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku,

s menilai hasil keria bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

L menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

u melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Pasal 15

{1} Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan

kegiatan, meiaksanakan, membagi lugas dan mengontrol urusan tata warkat.
kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, periengkapan, perbekalan dan
keperuan alat tulis serta ruang perkantoran pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa .

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperiuan alat tulis serta ruang
persantoran;

b. pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat wlis serta ruang
perkantoran;

¢c. pembagian pelaksanaan fugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan
-dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperiuan alat tulis serta
ruang perkantoran;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 16

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian
tugas sebagai berikut :

a.

menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran Badan,

melaksanakan ketatawarkatan Badan meliputi pengaturan pengelolaan surat
masuk surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam
rangka kelancaran tugas;

menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Badan:

menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor
(ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan seria ruang Badan,

menyusun Rencana Kebutuhan Barang Badan,

menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Badan;
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melaksanakan penywsenan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Badan;
melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan
gedung kantor dan kepetiuan alat tulis kantor (ATK) Badan;

melaksanakan penyusunan Daftar Barang Badan menurut pengolongan dan
kodifikasi barang;

melaksanakan pencatatan barang millk daerah dalam Kartu Inventaris Barang A,
B.C.D, EdanF;

melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan
bangunan;

melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Badan sebagai
bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik
pemerintah daerah;

pendistribusian periengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) pada Badan:
menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Badan;

manyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan panggunaan
barang milik daerah yang diperoleh dari beban APED dan perolehan lainnya yang
san,

melaksanakan pencatatan dan inventarisasl barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Badan;

menyusun usulan pemindahtanganan barang milik dasrah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah
selain tanah dan bangunan;

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Badan meliputi layanan
administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut
kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karls/ Karsu,
tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan
formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat,
kesejahteraan pegawai, penyesuaian jjazah, usulan pemberian penghargaan,
memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional,
pembinaanfteguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai
aturan yang beriaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai. membuat
usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan
atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawal sesual dengan peraturan
yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawal
(DP-3);

mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Badan;




mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di ingkup
twgasnya serta mencan aliematif pemecahannya;

mempelajan, memanami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjaian lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberl petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesual
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil keria bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya uniuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Pasal 17

Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyal tugas pokok merencanakan
operasional, mengeiola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan urusan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi
masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai

fungsi :

a. perencanaan operasional wurusan penguatan  kelembagaan dan
pengembangan partisipasi masyarakat;

b, pengefolaan urusan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi
masyarakat;

¢, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan penguatan kelembagaan
dan pengembangan parisipasi masyarakat;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.



& Dalam penyeienggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang Penguatan Kelembagaan

dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat membawahkan -
a Sub Bidang Kelembagaan Partisipasi Masyarakat;
b. Sub Bigang Pengelolaan, SDA, TTG, dan Teknologi Pedesaan

Pasal 18

Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam
menyelenggarakan tugas. pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17,

mempunyal uraian tugas sebagai berikut |

'

renyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Penguatan Kelembagaan dan
Pengembangan Partisipasi Masyarakat;

mernyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Penguatan
Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat,

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPFD lima tahunan bidang
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja {(RENJA) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi
Masyarakat;

menyalenggarakan penyusunan bahan penetapan pedoman, norma, standar,
prosedur, dan kriteria di Bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan
partisipasi masyarakal;

menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat;
menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi. monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pelatihan kelembagaan masyarakat;

menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan
masyarakatl dan pemberdayaan sosial budaya masyarakat:

menyelenggarakan koordinasl, fasilitasi, pembinaan, supervise, monitoring
evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna;

menyelenggarakan koordinasl, fasilitasi. pemasyarakatan, kerjasama, menitaring
evaluasi dan pelaporan ieknologi pedesaan,
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did-

bb.

CL,

dd.
ee.

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
wrusan pelayanan Bilang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Penguatan Kelembagaan dan
Pengembangan Partisipasi Masyarakat;

menyusun peranggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Penguatan
Kelembagaan dan Pengambangan Partisipasi Masyarakat,

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
mempelajar, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Penguatan Kelembagaan
dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat:

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Penguatan
Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;

meanyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Penguatan Kelembagaan dan
Pengembangan Partisipasi Masyarakat;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Penguatan
Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;

menyelenggarakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup
Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
mempelajari, mamahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Penguatan Ketembagaan
dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat,

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang Penguatan
Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat,

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup
tugasnya serta mencar alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;



membsmbeng atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar,

B menilal hasdl kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
kaner,

&  melaporkan hasi pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

§  melaksanakan tugas kedinasan lainmya yang diberikan oleh atasan.

Fasal 19

1) Sub Bidang Kelembagaan Partisipasi Masyarakat mempunyal gas pokek
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan
welembagaan partisipasi masyarakat.

{2) Uniuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Sub
Bidang Kelembagaan Partisipasi Masyarakat, mempunyai fungsi :

@  Perencanaan kegiatan urusan kelembagaan partisipasi masyarakat;

b. pelaksanaan urusan kelembagaan partisipasi masyarakat;

¢ Pembagian pelaksanaan tugas urusan kelembagaan partisipasi masyarakat:
dan

d. pelaksanaan tugas fain yang dibenkan oleh atasan sesual dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 20

Sub Bidang Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala,

mempunyal uraian tugas sebagai berikut :

a menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Kelembagaan Partisipasi

~— Masyarakat ;

b menylapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Kelembagaan
Partisipasi Masyarakat :

¢. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

d mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan 3Sub Bidang
Kelembagaan Partisipasi Masyarakat sebagal bahan penyusunan LPPD tahunan
dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

& menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |




' § menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana
knena (RENJA) Sub Bidang Kelembagaan Partisipasi Masyarakat |
@ menghmpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Kelembagaan Partisipasi Masyarakat |
h menyiapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
kelembagaan partisipasi masyarakat,
. menylapkan bahan-bahan penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan
kelembagaan partisipasi masyarakat;
| menyiapkan bahan penetapan kebijakan kegiatan kelembagaan partisipasi

masyarakat,
k. menyiapkan bahan penetapan pedoman, normma, standar, prosedur, dan krteria di
bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

| menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan partisipasi
masyarakat;

m. melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat;

n. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluast dan pelaporan penyelenggaraan
penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat;

o. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan pelatihan kelembagaan masyarakat;

p. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;

q. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Kelembagaan Partisipasi Masyarakat ;

r. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

5. menyusun pertanggungjawaban laporan keglatan dan keuangan;

f. melaksanakan i:rrngram pengawasan internal di  lingkungan Sub Bidang
Kelembagaan Partisipasi Masyarakat |

u, mempelajari, mesmahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas,

v. memberikan saran dan pertiimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;

w. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya;



x membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesua

dengan ketentuan yang berlaky;

y. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar;

= menilal hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;

aa melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

b melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(1}

(2}

Fasal 21

Sub Bidang Pengelolaan SDA, TTG, dan Teknologi Pedesaan mempunyai tugas
pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagl tugas dan mengontrol
urusan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.

Lintuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Sub

Bidang Pengelolaan SDA, TTG, dan Teknologl Pedesaan, mempunyal fungsi

a. Perencanaan kegiatan urusan pengelolaan SDA, TTG, dan teknologi
pedesaan;

b. pelaksanaan urusan pengelolaan SDA, TTG, dan teknologl pedesaan,

¢, Pembagian pelaksanaan tugas urusan pengelolaan SDA, TTG, dan teknologi
pedesaan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 22

~-Sub Bidang Pengelblaan SDA, TTG, dan Teknologi Pedesaan dipimpin oleh secrang
Kepala, mempunya uraian tugas sebagai berikut :

a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pengelolaan SDA, TTG,
dan Teknologi Pedesaan,

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Pengelolaan
SDA, TTG, dan Teknologl Pedesaan,

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Pengelolaan, SDA, TTG. dan Teknologi Pedesaan sebagai bahan penyusunan
LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;



menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumputkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinera (RENJA) Sub Bidang Pengelolaan SDA, TTG, dan Teknologl

Pedesaan,;
menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Sub Bidang Pengelolsan SDA, TTG, dan Teknologl Pedesaan;
menyiapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pengelolaan SDA, TTG, dan teknologl pedesaan;

menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan
pengelolaan SOA, TTG, dan teknologi pedesaan;

menylapkan bahan-bahan penetapan kebijakan kegiatan pengelolaan SDA, TTG,
dan teknologi pedesaan;

menyiapkan bahan perencanaan operasional kegiatan pemberdayaan masyarakat
dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinast dan fasilitasi pelaksanaan
konservasi dan rehabilitasi lingkungan;

melaksanakan kegiatan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi
konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup;

menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan
prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan
lingkungan;

melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan supervisi pernglinaraan
prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan
lingkungan skala kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan keordinasi, fasilitasl, pembinaan, supervisi
pemanfaatan {eknologi tepat guna, monitoring -evaluasi dan pelaporan
pemanfaatan teknologi tepat guna;

menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pemasyarakatan dan
kerjasama teknologi pedesaan;

melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan:

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang
Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;
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mempela@r., memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

membenkan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagl fugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar,

menilal hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Pasal 23

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang
Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengeiola,
mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan
pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1,

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Ekanomi Masyarakat mempunyai fungsi :

4. perencanaan operasional urusan pemberdayaan sosial dan  ekonomi
masyarakat;

b.  pengelolaan urusan pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat;
pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan sosial dan
ekonomi masyarakat; dan

d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial

dan Ekonomi Masyarakat, membawahkan

4. Sub Bidang Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Penanggulangan
Kemisikinan,

b. Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa:

¥l



Pasal 24

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat dalam menyelenggarakan
fugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, mempunyal uraian

tugas sebagai berikut :

a

menyusun rencana keglatan dan anggaran Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Ekonomi Masyarakat,

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pemberdayaan
Sosial dan Ekonomi Masyarakat,

menylapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPIJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat,
menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat;
menyelenggarakan pengelolaan dan analisa urusan pemberdayaan usaha
ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan:

menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan daerah Bidang
pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan skala
kabupaten;

menyelenggarakan perencanaan operasional pemberdayaan usaha ekonomi
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan skala kabupaten;

menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelengoaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;

menyelenggarakan koordinasi, fasiiitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok
masyarakal,

menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan,

menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitorng evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan pengembangan produksi dan pernasaran hasil usaha masyarakat,



.

bb.

dd.

g9

menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan kebijakan daerah Bidang
pemberdayaan sumber daya alam skala kabupaten;

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengoiah dan menganaiisa data serta panyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Pemberdayaan Sosial
Ekonomi Masyarakat;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan:

meangendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial
Ekonomi Masyarakat;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
Pembeardayaan Sosial Ekonomi Masyarakat;

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan Sosial
Ekonomi Masyarakat;

melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan Bidang
Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat,

mengendalikan dan mengevaluasi urusan pemberdayaan sosial dan ekonomi
masyarakat

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serla penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Ekonomi Masyarakat;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan:

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan hingkup Bidang Pemberdayaan Sosial
dan Ekonomi Masyarakat;

melakukan pengamanan dan pemelinaraan barang milik daerah di lingkup Bidang
Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat;

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan Sosial
dan Ekonomi Masyarakat;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang pemberdayaan
sosial dan ekonomi masyarakat;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
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melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup
tugasnya seria mencar alternatid pemecahannya;

membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlakLy:

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar:

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
kariar;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

_ melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan cleh atasan.

Pasal 25

Sub Bidang Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Penangguiangan
Kemisikinan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagi tugas dan mengontrol urusan Promosi dan Penggerakan Keluarga
Berencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bidang Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Penanggulangan Kermisikinan

mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan urusan pendayagunaan potensi masyarakat dan
penanggutangan kemisikinan:

b. pelaksanaan urusan pendayagunaan potensi  masyarakat dan
penanggulangan kemisikinan:

¢. Pembagian pelaksanaan tugas urusan pendayagunaan potensi masyarakat
dan penanggulangan kemisikinan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

FPasal 26

Sub Bidang Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Penanggulangan Kemisikinan

dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a.

meanyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pendayagunaan Potensi
Masyarakat dan Penanggulangan Kemistkinan;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang
Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Penanggulangan Kemisikinan,



menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesual bidang tugasnya sebaga:
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Promosi dan Penggerakan Keluarga Berencana sebagal bahan penyusunan LPPD
tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTHA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan
Penanggulangan Kemisikinan;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA} Sub Bidang Pendayagunaan Potenci Magcyarakal dan
Penanggulangan Kemisikinan;

menyiapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan
pendayagunaan potensi masyarakat dan penanggulangan kemisikinan;
menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan
pendayagunaan potensi masyarakat dan penanggulangan kemisikinan;
menyiapkan bahan-bahan penetapan kebijakan kegiatan pendayagunaan potensi
masyarakat dan penanggulangan kemisikinan;

merencanakan operasional penanggulangan kemiskinan skala kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi
dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;

menyusun konsep standarisasi dan integrasi data kemiskinan;

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan perencanaan
bidang pembinaan kelompok usaha bersama masyarakat miskin;

menyiapkan pemetaan sumber daya ekonomi kelompok masyarakat miskin

melaksanakan operasional penanggulangan kemiskinan skala kabupaten;
menylapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi
dan pelaporan penyslenggaraan pemberdayaan ekonom| penduduk miskin;
menyusun konsep standarisasi dan integrasi data kemiskinan;

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan perencanaan
bidang pembinaan kelompok usaha bersama masyarakat miskin;

meanyiapkan pemetaan sumber daya ekonomi kelompak masyarakat miskin
melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;
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menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Penanggulangan
Kemisikinan,

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungiawaban laporan kegiatan dan keuangan,

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Promosi
Pendayagunazan Potensi Masyarakat dan Penanggulangan Kemisikinar;
mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

mamberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier:

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau Kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 27

Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan. membagi tugas dan mengontrol urusan Usaha ekonomi
desa .

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bidang Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan urusan Usaha ekonomi desa |

b. pelaksanaan urusan Usaha ekonomi desa |

c. Pembagan pelaksanaan tugas urusan Usaha ekonomi desa | dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya



Fasal 28

Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uralan
tugas sebagai berikut

a.
b.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Usaha

Ekonomi Desa .
menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagal

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten.

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Usaha Ekonomi Desa sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima
lahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKP.J akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ,
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa !

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa ;

melaksanakan kegiatan usaha ekonomi desa;

menyiapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis penyslenggaraan kegatan
usaha ekonomi desa;

menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala
kabupaten,

menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi
dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro
perdesaan;

melaksanakan .knn::rd'masl dengan Sub Bidang lain;

menghimpLn, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa ;

manyusun bahan faporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang Usaha

Ekonom: Desa ;
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mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas:

mermberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melakeanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya.

membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku:

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

mealaporkan hasil pelaksanaan fugas dan/atau kegiatan kepada atasan:

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5
Bidang Pemerintahan Desa
Pasal 29

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas
pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan desa .

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

8. perencanaan operasional urusan pemerintahan desa ;

b. pengelolaan urusan pemerintahan desa ,

c. pengendalian, evaluasl dan pelaporan urusan keluarga sejahtera; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pemerintahan Desa,
membawahkan |

a.  Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa;

b. Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Kauangan dan Aset Desa.
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Pasal 30

Bidang Pemarintahan Desa dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi

sebagalmana dimaksud pada Pasal 29, mempunyal uraian tugas sebagai berikut ;

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pemerintahan Dasa |

b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pemerintahan
Desa ;

¢. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten,

2.  menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

f. meanghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Pemerintahan Desa |

g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Pemerintahan Desa ;

h. menghimpun bahan penyusunan kebijakan daerah, bahan pengendalian dan
evaluast penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi pemerintahan desa,

i menghimpun bahan penyelenggaraan pembinaan teknis bagi pemerintahan desa
dan lembaga kemasyarakatan:

| menghimpun bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang pemerintahan
desa untuk pedoman pelaksanaan tugas;

k. menyiapkan buku-buku dan petunjuk pengisian buku administrasi pemerintahan
desa;

l. menghimpun bahan kegiatan dan anggaran pelaksanaan pemilihan, pengesahan
dan pengangkatan serta pemberhentian kepala desa termasuk penjabat kepala
desa;

m. menyeienggarak;an pembinaan pengelolaan aset desa;

n. menghimpun bahan penyusunan pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dan fasiltasi
penyaluran ADD:

0. menghimpun baban pembinaan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan
keuangan dan aset desa;

p. menghimpun bahan kebijakan dalam pengelolaan tanah kas desa dan kekayaan
desa lainnya;

q. menghimpun bahan fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa;
menghimpun bahan penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi

pengelolaan keuangan desa;
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menghimpun bahan penetapan pedoman pényusunan rancangan peraturan desa;
menghimpun bahan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes:
menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDes;

menghimpun bahan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan
AFPBDes;

menghimpun bahan penyusunan pedoman pengeloclaan APBDes sera
pertanggungiawaban penyelenggaraan pemerintahan desa:

menghimpun bahan penyusunan pedoman evaluasi APBDes;

menghimpun bahan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan
APBDes;

menghimpun bahan penyusunan pedoman pengelolaan APBDes sera
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;

menghimpun bahan penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa;
menghimpun bahan penstapan Kebijjakan pendanaan urusan pemerintahan yang
menjadi tanggungjawab bersama (urusan concurent) antara kabupaten dan desa;
menghimpun bahan penyusunan pedoman pendanaan kerjasama pemerintahan
antar desa;

menghimpun bahan penyusunan pedoman pokok-pokok peraturan desa dan
peraturan kepala desa:

mengidentifikasi urusan pemerintahan daerah yang dapat ditugaspembantuankan
wepada desa;

menghimpun bahan kebijakan pemberian tugas pembantuan dari pemerintah
kabupaten kepada desa;

menghimpun bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas
pembantuan kepada desa;

merumuskan dan membuat surat pemberitahuan- kepada DFRD tentang
penyelenggaraan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah dasa;
menghimpun bahan laporan pelaksanaan tugas pembantuan dan pemerintah
Kabupaten kepada desa;

menghimpun bahan kebijakan pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan tugas
pembantuan kepada desa,;

menghimpun laporan pelaksanaan tugas pembantuan pemenntah dan pemenntah
provinsi dan desa;

memantau dokumentasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada desa;
menghimpun baban penyusunan pedoman pembentukan. pemecahan,
penggabungan, penghapusan, dan perubahan nama desa;
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melaksanakan koordinasi penentuan dan penetapan baias desa;

menghimpun bahan ketentuan pakalan dinas dan atribut kepala desa:
meanghimpun bahan pembentukan BPD, serta pengesahan dan pemberhantian
anggota BPD:

menghimpun bahan pelaksanaan kebijakan daerah dalam mekanisme dan tala

kerja penyelenggaraan pemerintahan desa;

menghimpun bahan penyusunan pedoman evaluasi dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa;

menyelanggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengalah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Pemerintahan Desa |

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Pemerintahan Desa ;

menyusun pertanggungjawaban laporan keglatan dan keuangan;

. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Pemerintahan Desa ;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
Pemerintahan Desa ;

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan Desa ;
melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Pemerintahan
Deasa:

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan:
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

. membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;
membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

kariar;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

. melaksanakan fugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan,
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Fasal 31

Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa mempunyal tugas
pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol
urusan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa .

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa mempunyai fungsi .

a. Perencanaan kegiatan urusan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan
Desa;

b. pelaksanaan urusan Pengembangan Kapasias Pemerintahan Desa ;

c. Pembagian pelaksanaan tugas wrusan Pengembangan Kapasitas
Pemerintahan Desa ; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 32

Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang

Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a.

menyusun rencana keglatan dan anggaran Sub Bidang Pengembangan Kapasitas
Pemerintahan Desa |

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang
Pengembangan Kapasitas Pemearintahan Desa ;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten,

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa sebagal bahan penyusunan LPPD
tahunan dan LFPD lima tahunan Kabupaten,

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (REMNJA) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan
Desa :

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa ;
menyiapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis  dan  rencana
penyalenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas pemerintahan desa;
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dasrah, bahan koordinasi, bahan
pengendalian, bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan
kapasitas pemerintahan desa;



|. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah, bahan pengendalian dan
evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan kapasitas
pemerintahan desa ;

k. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan teknis bagl pemerintahan desa
dan lembaga kemasyarakatan;

. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang pemerintahan
desa untuk pedoman pelaksanaan tugas;

m. menyiapkan buku-buku dan petunjuk pengisian buku pengembangan kapasitas
pemerintahan desa |

n. menyiapkan bahan kegiatan dan anggaran pelaksanaan pemilihan, pengesahan,
dan pengangkatan serta pemberhentian kepala desa termasuk penjabat kepala
desa;

0. menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa;
menyiapkan bahan penetapan pedoman penyusunan rancangan peraturan desa;
menyiapkan bahan penyusunan pedoman pertanggungjawaban penyelenggaraan
pemerintahan desa;

r. menyiapkan bahan evaluasl rancangan peraturan desa tentang APBDes;

5. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pokok-pokok pembentukan peraturan
desa dan peraturan kepala desa;

t. mengidentifikasi urusan pemerintahan daerah yang dapat ditugaspembantuankan
kepada desa;

u. menyiapkan bahan kebijakan pemberian tugas pembantuan darl pemerintah
kabupaten kepada desa:

v. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas
pembantuan kepada desa;

w. menyiapkan surat pemberitahuan kepada DPRD tentang penyslenggaraan tugas
pembantuan yang dilaksanakan aleh pemerintah desa:

®x.  menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah
Kabupaten kepada desa;

y. manylapkan bahan kebijakan pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan tugas
pembantuan kepada desa;

.  menviapkan bahan kebijakan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah dan
pemerintah provinsi;

aa. menghimpun laporan pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah dan pemerintah
pravinsi dan desa;

bb. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada desa;
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menyiapkan bahan penyusunan pedeman pembentukan, pemecahan.
penggabungan. penghapusan, dan perubahan nama desa;

melaksanakan koordinasi penentuan dan penetapan batas desa;

menyiapkan bahan ketentuan pakaian dinas dan atribut kepala desa;

menyiapkan bahan pembentukan BPD, serta pengesahan dan pemberhentian
anggota BPD;

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah dalam mekanisme dan lala
kerja penyelenggaraan pemerintahan desa;

menyiapkan bahan penyusunan  pedoman evaluasi dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa;

melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa |

menyusun bahan laporan akuntabilitas kernja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub  Bidang
Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa |

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
katentuan-ketentuan yang berkatan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas,

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari altematif pemecahannya;

membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat benalan lancar;

menilai hasll kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karer,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 33

Sub Bidang Fasitasi Pengelolaan Kauangan dan Aset Desa mempunyal tugas
pokok merencanakan keglatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol
urusan Fasilitasi Pengelolaan Kauangan dan Aset Desa .



=

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bidang Fasilitasi Pengelolaan Kauangan dan Aset Desa mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan urusan fasilitasi pengelolaan kauangan dan aset desa;

b. pelaksanaan urusan fasilitasi pengelolaan kavangan dan aset desa;

¢. Pembagian pelaksanaan tugas urusan fasilitasi pengelolaan kauangan dan
aset desa; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 34

Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Kauangan dan Asel Desa dipimpin oleh seorang

Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;

a.

)

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan
Kauangan dan Aset Desa ;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Fasilitasi
Pengelolaan Kauangan dan Aset Desa |

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Fasilitasi Pengelolaan Kauangan dan Aset Desa sebagai bahan penyusunan
LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menylapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Kauangan dan Aset
Desa :

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA} Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Kauangan dan Aset Desa |
menylapkan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis dan  rencana
penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pengelolaan kauangan dan aset desa,
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah, bahan koordinasi, bahan
pengendalian, bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pengelolaan
kauangan dan aset desa;

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah, bahan pengendalian dan
evaluas penyelenggaraan program dan kegiatan fasilitasi pengelolaan kauangan

dan aset desa ;
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menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan teknis bagi pemerintahan desa
dan lembaga kemasyarakatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang fasilitasi
pengelolaan kauangan dan aset desa uniuk pedoman pelaksanaan tugas;
melaksanakan pembinaan pengelolaan aset desa;

menyiapkan bahan penyusunan pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dan fasilitasi
penyaluran ADD;

menylapkan bahan pembinaan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan
keuangan dan aset desa;

menyiapkan bahan kebijakan dalam pengelolaan tanah kas desa dan kekayaan
desa lainnya;

menyiapkan bahan penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi
pengelolaan keuangan desa;

menyigpkan bahan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDes;

menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan
APBDes;

menyiapkan bahan penyusunan pedoman pengelolaan APBDes seria
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa,

menyiapkan bahan penyusunan pedoman evaluasi APBDes;

menylapkan bahan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan
APBEDes;

menyiapkan bahan penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa;
menyiapkan bahan penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang
menjadi tanggungjawab bersama {urusan concurent) antara kabupaten dan desa;
menyiapkan bahan pedoman pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa;
melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Kauangan dan Aset Desa ;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kena;

menyusun penanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

melaksanakan program pangawasan intemal di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi
Fengesiolaan Kauangan dan Aset Desa .

mempelajar. memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas,

membenkan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada alasan;

4



hh.

Ii

kK.

(1)

(2)

)

(4)

(1}

(2)

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisast permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencarn alternatif pemeacahannya;

membagi tugas kepada bawahan uniuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang uniuk bahan mengembangkan
karier,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan cleh atasan.

Paragraf 6
Unit Pelaksana Teknis Badan
Pasal 35

Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakal dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Bekasi.

Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
merupakan unit pelaksana teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa yang melaksanakan sebagian kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemernntahan Desa yang berada pada satu atau lebih dari satu
kecamatan;

Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemaerintahan Desa
dipimpin oleh seorang Kepala, dalam melaksanakan tugasnya sesual dengan
wilayah kerjanya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bekasi dan
segara operasional dikoordinasikan cleh Camat setempat;

Bagan Struktur Organisasi UPT Pemberdayaan Masyarakal dan Pemerintahan
Desa diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
kegiatan Badan sesuai kebutuhan,

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.
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Kelompok jabatan fungsional terdin dari sejumlah tenaga dalam |enjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.

Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan
dan beban kerjanya.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesual peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 37

Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan dilaksanakan oleh para Kepala
Bidang. para Kepala Sub Bidang, Kepala UPT Badan dan Kelompok Jabatan
Fungsional menurul bidang tugasnya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simphpikasi

Setiap pimpinan satuan organisasi di ingkungan Badan wajib memimpin dan

meamberikan bimbingan sera petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 38

Kepala Badan wajb bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah,

Sefiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib bertanggung jawab
dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.

Pengatluran mengenal jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada
ketentuan yang berlaku.
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Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 39

Sekretaris mewakili Kepala Badan apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.

Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk salah secrang
Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.

BAB W
KEPEGAWALAM
Pasal 40

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan
Sekretaris Dasrah.

Kepala Badan wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan
membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sesual peraturan
perundang-undangan yang barlaku.

Kepala Badan wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji
pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan-ketentuan lain mengenal kepegawaian diatur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku,

BAB VI
FEMBIAY AAN
Pasal 41

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
~ Kabupaten Bekasi,

(1)

(2)

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur kemudian

Dengan berlakunya Peraturan ini maka peraturan lain yang mengatur hal-hal yang
sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagl.

44



Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Dasrah Kabupaten Bekasi,

Ditetapkan di Cikarang Pusat

_|:'1' ]

pada tanggal




